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ABSTRAK

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salah satunya agar dapat
melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat
khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Selain itu tujuan
dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah
resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri. Dalam
dunia praktik seringkali apabila akan menjain kerjasama dengan suatu instansi
pemerintah atau pihak lain disyaratkan adanya pembentukan suatu badan usaha.
Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut
maka diperlukan suatu jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau
masyarakat yang akan melakukan hubungan hukum dengan CV. Salah satu bentuk
perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang ada kaitannya
dengan CV adalah dengan dilakukannya pendaftaran CV. Pendaftaran CV
dilakukan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas. Pengertian asas publisitas
disini yaitu bahwa pendaftaran CV bersifat terbuka untuk umum, sehingga para
pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data CV yang telah didaftarkan
pada suatu sistem pemerintahan yang sudah disediakan untuk itu. Pemerintah
melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan
Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham No.
17/2018) telah mengeluarkan regulasi terkait pendaftaran CV. SKT CV sebagai
tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV.
Permenkumham No. 17/2018 dalam Pasal 22, mengatur, "apabila di kemudian
hari ditemukan ketidakseseuaian data dan dokumen pendukung dalam format
pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran
pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Oleh karenaitu, perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian
ini adalah terkait dengan eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, serta akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT
CV.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku,
Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Perseroan Komanditer (CV).
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ABSTRACT

Each CV has a purpose in each of its founding, one of which is to be able to do
the same business activities with other companies or different, special or general
nature in accordance with the wishes of the founders of the company. In addition,
the purpose of establishing a CV is as a business entity so that a business has an
official and legal forum to facilitate the movement of the business entity itself. In
the world of practice often when it will establish cooperation with a government
agency or other parties requires the establishment of a business entity. There is a
need to collaborate with these third parties, we need a guarantee of legal
protection for third parties or the community who will make legal relations with
CV. One form of legal protection that can be done for parties related to the CV is
the registration of the CV. CV registration is done as a form of fulfilling the
principle of publicity. Understanding the principle of publicity here is that CV
registration is open to the public, so that interested parties can match the CV data
that has been registered in a government system that has been provided for it.
Government through Minister of Law and Human Rights Regulations Republic of
Indonesia Number 17 Year 2018 (hereinafter referred Permenkumham No.
17/2018 ) has issued regulations related to CV registration. SKT CV as proof
issued by the minister who held government affairs in the field of law and human
rights upon registration of the CV . Permenkumham No. 17/2018 in Article 22,
regulates, "if later found discrepancies in data and supporting documents in the
format of registration of incorporation, registration of amendments to the articles
of association, and registration of dissolution of CV, SKT is revoked and declared
invalid. That, the formulation of the problem contained in this study is related to
the existence of a CV as aresult of the CV SKT revoked and declared invalid, as
well asthe legal consequences of revocation and SKT CV'sinvalid statement.

Keywords: Legal Consequences, Revocation and Not Applicable Statement,
Registered Certificate (SKT), Commanditaire Vennootschap (CV).
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